LEMBARAN DAEBRAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
SERI D TAHUN 1987 NOMOR 8

prag——

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il BANYUMAS

NOMOR 3 TAHUN 1987

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT Il BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 1985 | 1987

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Il BANYUMAS

Menimbang : a

Mengingat : L.

bahwa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabu-
paten Daerah Tingkat IT Banyumas Tahua Anggaran 1926/ 1987 ter
tanggal 31 Maret 1987 yang dibuat olch Kepala Daerah, perlu dite-

tapkan dengan Peraturan Daerah.

Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Fokok - pokok Peme
rintahan di Daerah, ( Lembaran Negara Tahun 1974 No.nor 3%,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dae-
rah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Peraturan Pemerintah Nomor § Tahun 1975 tentang Pengurusan,
pertanggungj«waban dan pengawasan Keuangan Daerah ( Lembaran

Negara Nomor § Tahun 1975). ;

peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyu-
sunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacerah, Pclaksanaan Tata
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah ( Lembaran Negara Tahun 1973

Normor 6 ) ;



5 TPeraturan Menferi Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 "
toh - contoh Cura Fenyusunan Anggaran Pendapaty;, dantentang%.
rak, Pelaksanaan lata Usaha Kenangan Daeray dan Perhj c'anja Da,
garan ! erdapstan dan Belanja Daerah ; tungz, An;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ¢€00. (99 tanggy|
1980 tentang Manual Adminizirasi Keuangan Daerah 2 il

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.- 1319 tap
tember 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menter
geri 903 603 Tahun 1584 tentang Pelaksanaan Ang
dun Belanja Daerah ;

2aran Pemapata-;

~ 8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawg Tengah Nom
903 /1084 /1985 tanggal 13 Juni 1986 tenteng Pengesahap Anagar:;
Perdapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkac fi Ra.
pyumas Tahun Anggaran 198671987 ;

9 Keoutusan Gubternur Kepala Daerah Tinghkat! jawa Tengah Nomr
90%/19371987 targgal 25 Februari 1937 tentang Pengssahan Perutgy
an Anggaian Pendapainn dan Pelanja Daerah  Kabupaten Dasrap
Tingkat It Banyumas Tahun Anggaran 1986/ 1987 ;

10. Feraturan Duserah Kabupaten Daerah Tingkat 1] Banyumas Nomor
2 Tahin [986 tentang Penetapan Anggaran Peadapatan dan Belinji

Daerah Kabupaten Dgoral Tingkat L ﬁnnyumas Tahun Anggaran
1986 /1987 ; '

11 Pea‘vran Duerah Kabupaten Deerah Tingkat 71 Banyumas Nomdf
11 Tahkun 1986 tearang Penetapan Pcrubahan Anggaran Pendapatid
dan Helenja Daerah Kabupaten Daeran Jingkat 11 Banyumas Tahwa
1936/ 1987 ;

12 Nomot

. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat T Banyumas Tert
n Tatd

L1/ 3/1/ DPRD/ 1978 Tahun 1978 teatang Peratura ot 1
8

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tif

Banyumas ; | X

| _ g

Memperh ikan 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903 /1306/8/ tanﬁdspam

' bru:ri 19¢6 tentang Pedoman Fenyusunan Anegaran
din Belanja Daerah Tahun Anggaran 1936 / 1987 3

gilat
perwd
2. Pembicaraan dalam sidang Panitia Anggaran Dewal



Rakyat Daerah tangpal 15 Juni 1987 s/d 27 Juni 1987 ;

3. Pembicoraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Dae-
rah tanggal 24 Juni 1987.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FENETAPAN SISA FER-
HITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 BANYU.1AS
TAHUN ANGGARAN 1986/ 19387 :

Pasal 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Peshitungan Anggeran Penda-
patan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1586/ 1987 yaitu sebesar:

| Perbitungan Apggaran Rutin:

a. Pendapatan . . Rp 5.759 209. 970, 0
b. Belanja. . . . Rp 4 990. 341. 128, 62

Sisa Perhitungan Anggaran Rutin
berlebih sebesar . « & o o . s e e

Rp 768. 868. 841, 88

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan:
a Pendapatan . . Rp 274.988. 114, 67
b Belanja . . . . Rp_’___867._’_62?.-_@‘6,‘44_0
Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan
berkurang sebesar . . . . . .

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan -
dan Belanja Daerah berlebih scbesar .

Rp 592 437.571,73

Rp 176. 431. 270, 15

Pasal 2
Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan P'erhitungan Tahun
Anggaran 1986/ 19%7 yaitu scbagal berikut 3

1. Perhitungan ...




garan Rutin :

Rp 1 050 923.7I%, 69
Rp 1 065. 642. 404, 26

l.\Pérﬁftungan Ang
a. Pendapatan
b. Belanja .
Sisa Perhitungan Anggaran Rutin
berkurang sebesar . . e

+ oo Rp14TIg g o

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :
Rp 4. 109 477. 352,75

a Pendapatan
Rp 4. 102 270. 078, 83

b. Belanja .
Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan

berlebth sebesatr . o - « « o+ « « « Rp 7207273 ¢
—Tg

3, Sisa Perhitungan Urusan Kas dan -
Perhitungan berkurang sebesar . . . . Rp  7.5IL 41l

Pasal 3

Periacian leb’h lajut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan den Belanja Daerah
[ Urusin Kas dan Perhitungan dimaksud pasal | dan pesal 2 tersebut di atas dimuat
dalam: lampiran C 1.
Ditetapkan di : PURWOKERTO
Pada tanggal : 29 Juni 987

DEWAN PERWAKI'.AN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KASUPATEN DAERAH TINGKAT II TINGKAT 1l
BANYUMAS , BANYUMAS
ttd, ttd.
KISWORO ROED]JITO

;z;at:l:ar; Dacrah. ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa °
| g engan Surat Keputusan tanggal 5 September 1987 Nomor 903/1163/1937'

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK.[ JAWA TENGAF

ttd.
ISMAIL

[ ——



'l[():;nudzr:gka% pada ta.nggal 12 September 1987 dan dimuat dal'm TLembaran Daerah
paten Daerah Tingkat Il Banyumas Sen D Nomor 8 Tahun 1987.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT 11 BANYUMAS

Sekretaris Wilayah | Daerah,
t t d [ ]

Drs. J SOEHARD]JO.
NIP. 010 026 588




GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKATI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TK I JAWA TENGAH

NOMOR : 903/1163/1987
TENTANG :

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I BANYUMAS

TAHUN ANGGARAN 1986/1987

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang :

a babwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabu -
paten Daerah Tingkat 11 Banyumas Tabun Anggaran 1936/1987 yang
telah ditctapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daersh Tling-
kat {1 Banyumas Nomor 3 Tabua 1987 tanggal 29 Juni 1987, perlu
mendapat penetapan / pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah

Tingkat ! Jawa Tengah;

bahwa dengan Surat Tugas dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat!
Jawa Terigah tanggal 20 Juli 1987 Nomor 094/19657 dan Nomor :
094/19658 telah dilakukan penelitian / pemeriksaan oleh Tim Propinsi
Daerah Tingkat | Jawa Tengah atas Perhitungan Anggaran Pendapatan
dan Belar ja Daerah K abupaten Daerah Tingkat [l Bapyumas Tahun

Anggaran 1986/1987;

¢ bahwa hasil penelitian [ pemeriksaan tersebut telah disampaikan se -
cara tertulis oleh Tim Propirsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan
menyebutkan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Daerah Tingkatll Banyumas Tahun Arggaran 1986/
1987 sebesar Rp 176. 431.270, 15 (seratus tujuh puluh enam juta empat
ratus tiga pulub satu 1ibu duaratus tujub pulub rupiah lima belas sen ).



Mengingat

1

10.

11,
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13.

E

Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang POkok'DOkok b
Oftie

rintahan di Dacrah ;

Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pcml-emukan 5

rah - daerah Kabupaten dalamn Lingkungan Propinsi Jay, Tengap .ae
y

-2 -

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 teotang Pengurysy,
pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daeryh L ¢

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tehun 1975 tentang Carg Fenyusyq

‘an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaks'anaan Tata.

Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ; s

Feraturan Meiiteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang
Contoh contoh cara penyusunan Anggaran Pendapatan dap Belanja
Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunap
Perhitungan Anggaran Pendupatan dan Belanja Daerah ; '

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tanggal 3.

‘Oktober 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tanggal 22 Maret 1984
tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pen-
siun bagi Daerah Otonom :

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 April-
1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020- 595 tanggal 17 De -
sember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 tanggal 24 De-
sember 1981 tentang Manual Pendapatan Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903- 1319 Tahun 1985
tentang - Fenyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomof
903 603 Tahun 1984 tentang Peluksanaan Anggiran Pendapatan dan
Belanja  Daerah ; | '
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 034 tangsal 5’“""‘"1
1984 tentang Penelitian / Pemeriksaan Perhitungan Anggaran Peach
patan danp Belanja Daerah ;

Keputusan Menteri Datam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentss



14.

15.

16.

- Memperhatikan:
.

o

R

Langkah pertama Pcngs'ingkrcm’sasian APBD dengan APBN;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 907-269 Tuhun 1986
lentang Penyempurnaan Bentuk dan Susuran Tata Usaha Keuvargan
Daerah serta Perhitungan AFBD ;

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Jawa Tengah Nomor
903/1084/19¢6 tanggal 18 Juni I986 tentang Penges-han APBD Ka-
bupaten Daerah Tingkat il Banyumas Tahun Anggaran 1986/1987 ;

Keputusan Gubernur Kepsla Daerah Tingkat | Jawa Tengah Nomor
903/193/ 1987 tanggal 25 Pebruari 1987 tentang Pengesahan Perubah-
an APBD Kabupaten Daerah Tingkatll Baryumas Takun Angguran
1986/ 197, '

Instruksi Merteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1574 tentang
Pelaksanean Undang- undsrg Nomor 5 Tatun 1974 temang Pokok -

pokok Pemerintahan di Daerah ;

Suret Menteri Dalam Negeii Tanggal |- 2- 1986 Nomor 503/1206/S)
perthal Pedoman Penyusunan APBD Tahuy Anggaran 1986/19373

Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Teogah tanggal 6 -
3. 186 Nomor 903 /06056 perihal Pedoman Penyu:unan A¥rBD
Tahun Anggaran 1686/ 1987 ;

Surat Menteri Dulam Negeri tangeal! & - 9- 1986 Nomor 14273247/
PUOD peribal Petunjuk Penganggaran Dana Tunjangan Kurang
Penghasilan Pamong Desa dan Bioya Operasional Pembantu Bupati/
Wabkotamadya Tahun Anggaran 1986/ 1987 ;

Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat T Jawa Tengah tanggal 3 -
6.- 1987 Nomor 971 /123666 perihal Penganggir-n Riaya Operasional
Pembantu Bupati/ Walikotamadya Tahun Anggaran 1986/ 1987 ;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Banyumis Nomor
3 Tahun 1987 tentang Penetapan Sisa Perhitungan APB0O Kabupa -
ten Daerah Tingkat 1l Banyumas Tahun Anggaran 19,6/ 1987 ;

Surat Bupati Kepala Daersh Tingkat Il Banyumas tanggal 6 Juli -
1987 Nomor 903/1341/51/1987 testang Perhitungan APBU Kabupa-
ten Daerah Tingkat Il Baunyumas Tahun Anggaran 1986/ 1937,



Menctapkan

- FERTAMA\

KEDUA

: KEPFUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. 1

R N

MEMUTUSKAN: :

JATENG
GARAN
EN

936/ 1987,

TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANG
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPAY
DAERAH TK 1l BANYUMAS TAHUN ANGGARAN |

* Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupg.

ten Daerah Tingkat 11 Ranyumas Tahun Anggaran 1986/ 1987 Sebesar
Rp 176 431 270, 15 ( seratus tujuh puluh enam juta empat ratus tigg .
pulub satu ribu dua ratus tujuh puluh rupiah lima belzs Sen ) terdiri darj .

~ S1sa Lebih Perhitungan Anggaran Rutin Rp 768. 868. 841, g3

~ Sisa Kurang Perhitungan Anggaran Pem -

bangupan ., ., . 7 . .\R_p__592.4}_7¢57l,73
Jumlah Sisa Perbitungan APBD , , , . Rp 176. 431. 270, 15

terperinci sebagai berikut :

— Tunai pada Kas Daerah . "+ + « « Rp 168.919. 858, 50
~ Sisa ULUDP Anggaran Rutin -« - « . Rp

— Sisa UUDP Anggaran Pembangusan . Rp —

Jumlah . . . Rp 168,919, 858 50

— Jumlah sisa pada Bagian Urusan Kas dan
Perhitungan (UKP) yang dipindah bukukan
ke Tahun Anggaran berikutnya ;

—

~ Sisa Kurang Bagian

UKP Rutin . , Rp 14. 718, 688, 57
~ Sisa Lebih Bagian

UKP Pembangunan . . Rp 7.207 273,92

Rp 7. 511 4l1.65

S

Jumlah , . . Rp 176431 270,15

: Pada pelaksanaan APBD, Penyusunan / Penetapan Perubahan A.PBD.
dan Perhitungan APBD, supaya diperbatikan hal- hal sebagai berikut:
I. Dalam mengerjakan Buku Besar Pengcluaran (B.V), kolom-ko!om'

yang tersedia supaya diisi sesuai dengan maksud penyediaan kolom
kolom yang bersangkutan.




Pada akhir talun anggaran semua Buku Besar (B 1V/B V) }arus
ditusup dzn diharap oleh pelaksana dap atasan langsungivya, sesual
dengan petunjuk dalom Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/
4249/ FUOD tanggal 29 Oktober i985 perthal Petunjuk lekuis lebih
lanjut Fengelolaan Keuangan Daerah, butir 17.

Pada tahun anggaran selanjutrya bentuk - bentuk Re_ister SKO, Re-
gister UUDP dan Daftar serta Kezrtu untuk Pembukuan Tota Usaha
Keuangan Daeral yng dipergunakan supaya disesuaik in dengat bentuk
dan contoh-countoh seperti tersebut dalam Keputusan Menteri Dulam
Negeri Nomor 903 269 t:n2ga! 3 Vatet 1,85 tenrang Peny:mpurnain
Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuargan Dacrah serta perhitus gan
APBD.

. Pelaksanaan Pengeluaran/Belarji Daerzh deagan bahan sementara

sistirn UDP. spsya pelaksanaannya ditetapkan dengan Surat Kepu-
tusan Bupati Kepala Daerah scbagsimana dimzksud dalam pasal 25
avat (33 Peraturan Pemerintah Nomer S Tahun 1975 dan dicatat / di -
tuku kedalam Buku Register UUDP (B 11).

Pelaksanaan Anggaran Rutin Deerah supaya didasarkan atas DIK
sebsgaimana tersebut dalam Keputusan Menteri Dalam Negerl tang
gal 2 April 1¥80 Nomor: ¢00 09) tentzng Manual Admivi,irast -

Keuangan Daerah. ‘

Tijap penelimaan Dinas/ Lembaga/ Satvan Kerja Daerah lainnya ada-
luh Pendapatan Deerah dun oleh Karena itu:

a Dilarang cipergurakan langsung untuk membiayai pengeluaran -
pet geluaran.

b. Harus segera disetor sepenuhrya dan pada kesempatan pertama
kepada Kas Daerah.

Sesuai dengan ketentnan pasal 2 ayat (6) Keputusan Menteri Dolam

Ncgeri Nomor 903- 1319 tanggal 19 Scptember 1985 tuntarg Penyem

purnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - €03 Tanun

1984 tentang Felaksanaan APBD.

Kepala Daerah supaya menunjuk Pejabat yang diwenangkan untuk
atas nama Kepala Daerah menandatangani Daftar Pembubuan Ad -
ministrasi ( DPA ) dengan Keputusan Kepala Daerah sesual depgan




I1.

12

—6 —

Surat Menteri Dalam Negeri tangeal 29 Oktober 1985 Nomor : 903
4249/ UOD peribal Pctunjuk Tekhnis lebih lanjut Pengeloluap Key.
angan Daerah, butir 14.

- Jumlah- jumlah yang dimuat dalam APBD untuk pengeluaran/bclanja

merupakan baras - batas tertinggi untuk masing - masing pengeluarap |
belanj: yang bersangkutan, sebagaimana telah ditetapkan pasa] g Per
aturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang  Pengurusan, pe,.
tanggungjawaban dan Pengawasan Kevangan Daerah.

Kecuali pasal - pasa) pengeluaran untuk pembayaran Gaji, Pensiun
dan tunjangannya beserta tunjangan pangan Pegawai [ Pensiun yang
dananya melalui KKN/KPN,

. Pemegang Kas Daerak Supaya membuku penerimaan dan pengeluar-

an untuk pembayaran 24ji / pensiun beserta tunjeingam tunjangannya
pada Buku Kas ( B 1X ) Khusns Gaji / Pensiun dan pelaksanaannya
Supaya memperhatikan Petunjuk Surat Menteri Dalam Negeri Nomor
921 4619/ FrUQD tanggal 31 Desember 1934 perihal Petunjuk Teknis
lebih lanjut Pembayaran Gaji/ Pensiun Pegawai Daerah Otonom,

. Bupati Kepala Daergh Supaya menetzpkan dengan Surat Keputusan

tentang S:andardisasi Harga sebagai Pedoman Pelaksanaan Belanja
Daerah, sebagaimana ditetapkan dajam pasal Il Keputusan Meateri
Dalam Negeri Nomor 903 - (03 Thn 1984 tentang Pelaksanaan APBD

Pengiriman laporan realisasi APBD pertriwulan tahuon anggaran yang
bersangkutan kKepada pzjubat yang berwenang, pelaksanaannya supa-
ya dilakukan tepat menurut Waktu yang telah ditetapkan yaitu paling
lambat | (satu) bulan setelah tutup bulan akhir triwulan yang bersang
kutan sesuai pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975
dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903- 1319 Tahun 1985
pasal 78 ayat (4).

Sesuai dengan pasal 35 ayat (2) Keputusan Menteri Dalom Negeri
Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Thn. 1984 tentang
Felaksanaan APBD, yang ditunjuk sebagai Benduharawan Rutin
SUpaya tidak merangkap sebagal Bendaharawan Proyek.

Para Bendaharawan Rutin dan Proyek dalam: mengirimkan SKO
kepada Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah ; Daerah Kabupaten



13.

14,

. SN

I?acrah Th,’gkat 1T Banyumas supaya dilergkapi- denpan Daftar perin
Clan penerimaan dan per.geluaran rerpasal (Bend 24) dan dafiar pe-
nerimaan dan penggupaan UUDP tBend. 25) seperti ditetapkan dalam
pasal 15 zyat (3) dan (3) Persturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1

Tahun 19¢0 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Adwinistrasi Bendaha
rawan Daerah.

Gu?a menjaga likwiditas Kas Daerah sisa piutang yang aja pada
bagian Kas dan Perhitungan supaya segera diambil langkah untuk

1 1 1 /
penyeiesaian pengembalian tepat pada waktunya scsuai ketentuan
yang telah ditetapkan,

Dalam pembuatan Perhitungan APBD untuk tahun anggaran yang
akan datang supaya dilengkapi dengen :

- Daftar pengadoan barang dalam 1 (satu) tahun angguran sesuai -
dengan bentuk contoh Bend. 29 Peraturan Menteri Ualam Negeri

« Nomor | Tahun 19¢0 dan merupakan kompilasi realisasi pengada
an barang dalam 1 (satu) tahun apggaran yang dibuat oleh bagian
umum Kabupaten Daerah Tingkat Il Banyumas sebagaimana di-
maksud dalam pasal 21 ayat {(4) Peraturan Mentesi Dalam Negeri
Nomor 4 Tahun 1979 tentang ltelaksanaan Fengelolaan Karang
Pemerintah Daerah.

— Disesuaikan dengan contoh Keputusan Menteri Dalam Negeri No-

mor 903-269 tanggal 3 varet 1986 tentarg Fenyempurnaan Bentuk
dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan
AFBD jo. Peratvran Menteri Dalam Negeil Nemor 11 Th 1975,

Sesuai dengan butir (5) Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903 /

:2069/2U0OD tanggal 30 Mei 1985 tentang Petunjuk Tekhnis lebih
Janjut Pengurusan Keuvangan Daerah, angka- angka yang d'mcat
Buku perhitungan APBD ( Lampiran C.{) supaya merupakan
angka yang akurat.

Untuk penerimaan cocok dengan Buku Besar Penerimaan (B 1V)
dan cocok dengan Pembtukuan Diinas Pendapatan Deerah.

Untuk pengeluaran cocok dengan Buku Besar Fengeluaran (B V)
dan cocok deng:n pembukuan lFendabarawan Rutin dan Pro,ek
Dinas / Lembiga / Satuan Kerja Daerzh lainnya sesaai dengan pa-
sal 35 ayat (2) Peraiuran Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang




Pensurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerap

KETIGA : Dalam Tahun Anggaran 1986/ 1987 Penerimaan dan Pengeluaran
Dana Ganjman untuk Biaya Operasional Pembantu Bupati Kepala
Iaerah Tingkat 1l sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor
903 1306/8S) tanggal | Pebruari 1986 jo. Surat Gubernur Kepala
Dacrah Tingkat1 Jawa Tengah Nomor 903 /06306 tanggal 6 Maret.
1986 perihul Pedoman Penyusunan APBD 1986/ 1987 dianggarkan
sebagai Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat i1,

Berhubung Dana Ganjaran untuk Biaya Operasional Pembantu By -
pati Kepuala Daerak Tingkat II dalam Tshun Anggaran 1936/ 1987
sclurubnya sebesar Rp 30 000. 000, 09 belum diperhitungkan maka
jumlah tersebut supaya dibukukan dengan Dattar Pembukuan Adminis
trasi : DPA) sebagzimana petuniuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengsh dalam Suratnya tgl. 5 Juni 1987 Nomor 971713666 yaitu ;

— Menambah Penerimaan :

ayat 1 2.1.001. ”Ganjaran dati Pemerintah”, dan

- Menambah Pengeluaran

Pos 2 2.5. ”fembantu Bupati” pada pasal pasal bersangkutan

dan sebagai dasar SPJ, sementara dapat mempergunakan tembusan /
pertinggal yang ada pada Kantor Pembantu Bupati yang bersangkutan

KE EMPAT : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 1 Banyumas Nomor 3
Tahun 1987 tanggal 29 Juni 187 tentang Penetapan Sisa Perhitungan
APBD Tahun Anggaran 1986/ 1987 dan Lampiran - lampirannya, su-
paya disesuatkan dengan ketentuan seperti tersebut diatas, demikian
Juga pembetulan pembukuannya.

KE LTMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Xepu-
tusan ini, maka akan diadakan pembetulan kembali sebagaimana
mestinyd.

KE ENAM : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat T Jawa Tengah
tentang i'enctapan Sisa Perbitungan Anggaran Pendapatan dan .
Belanji Daerah ini, supaya dimuat dalam Lembaran Daerah sesual
dengan pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tanun 1975.
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KE TUJUH : Surat Keputusan ini berlaky pada tanggal ditetapkan dan berlakw

surut mulai tanggal 1 April 1987

Ditetapkan di ¢ Semarang
Pada tanggal : 5 September 1987

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK.1
JAWA TENGAH

ttd.

ISMAIL.

TEMBUSAN: Disampaikan kepada yth.
’_—-—l-—/—_——_—-
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10.
11

Badan Pemetiks1 Keuingan Perwakilan Yogzyakarta di Yogyakaftzi;
Departemen Keuangan (Ditjen Anggaran) di Jakarta;

Departemen Dalam Nege:i ( Ditjen Pemerintahan Umum dan Otonomi DNaerah,
uP. Direk:ur Keuangan dan Peralatan Daerah ) di Jakarta.

Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkatl Jawa Tengah ;

Sekertaris Wilayah/ Daerah Tingket | Jawa Tengoh ;

Semna ASSISTEN Sekretaris Wilayah [ Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Banyumas di Purwokerto;

Inspekrorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat 1
Wilayah/ Daer-h Tingkat | Jawa Tengah
an Lembaran Daerah Propiusi Dae-

Jawa Tengah di Semarang;

Kepala Biro Hukum Kantor Sckretariat
di Semarang, uotuk dumuat dalam Tamban
rah Tingkat I Jawa Tengah;

Bupati Kepala Daerah Tingkat 11 Banyumas di Purwokerto

Ketva Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Banyu -

mas di FPurwokerto,

Berkas Surat Keputusan.
1s/d9 untuk diketahui ;

10s/d 11 guna diindahkan.




